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KERANGKA ACUAN KERJA
SEMINAR DAN DISKUSI NASIONAL
KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN 
A. LATAR BELAKANG

Krisis listrik beberapa tahun terakhir telah terjadi akibat adanya kekurangan pasokan tenaga listrik dibandingkan dengan permintaan. Apabila dianalisa lebih lanjut, krisis listrik terjadi di beberapa daerah di luar Pulau Seperti di Sumatera, Kalimantan, dan wilayah SUlmapa (Sulawesi, Maluku dan Papua). Sebagai contoh, penjualan tenaga listrik di Sumatera tumbuh rata-rata sebesar 9,4% per tahun. Namun, pertumbuhan kapasitas pembangkit hanya rata-rata sebesar 5,2% per tahun. Demikian pula di Kalimantan, pertumbuhan penjualan listrik mencapai rata-rata 10,5% per tahun sedangkan pertumbuhan kapasitas pembangkit rata-rata hanya 1% per tahun. Di Sulawesi, pertumbuhan penjualan mencapai rata-rata 11,5% per tahun sedangkan pertumbuhan kapasitas pembangkit hanya mencapai rata-rata 2,7% per tahun. Angka-angka tersebut menunjukkan adanya disparitas cukup besar antara kebutuhan akan tenaga listrik dengan kemampuan Pemerintah dalam menyediakan listrik.

Terjadinya kekurangan supply listrik terhadap kebutuhan tentunya membawa konsekuensi pada kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan listrik kepada seluruh penduduk/rumah tangga. Data rasio elektrifikasi menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir (2014-2009), rasio elektrifikasi memang mengalami peningkatan tetapi belum sampai menyentuh prosentase 90%. Artinya, sampai 2014, jumlah rumah tangga di Indonesia yang belum teraliri listrik masih mencapai 10% dari total rumah tangga yang ada. Dari sisi pertumbuhan, rasio elektrifikasi hanya bertumbuh pada kisaran 4-5% per tahun yang artinya masih lebih rendah dari pertumbuhan kebutuhan listrik. Krisis listrik juga membawa konsekuensi pada kualitas listrik yang disalurkan kepada masyarakat/konsumen. 

Kekurangan supply juga dapat dianalisa dari data beban puncak. Sebagai contoh, beban puncak system kelistrikan wilayah Sumatera sampai September 2014 mencapai 5.017 MW. Kapasitas terpasang di wilayah tersebut mencapai sekitar 6.100 MW. Jika dibandingkan dengan daya mampu pembangkit netto (setelah dikurangi cadangan sebesar 35%), maka diperkirakan terjadi kekurangan sekitar 2.000 MW. Demikian pula dengan wilayah Sulmapa yang diperkirakan mengalami kekurangan pasokan listrik sebesar 1.600 MW. 

Upaya mengatasi krisis listrik pada dasarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah melalui Program Fast Track I dan II (FTP I dan FTP II). FTP I merupakan program pembangunan pembangkit sebesar 10.000 MW yang diluncurkan pada tahun 2009 dan diharapkan telah beroperasi seluruhnya pada 2014. Adapun FTP II dengan total kapasitas pembangkit sebesar 74.500 MW yang direncanakan beroperasi seluruhnya pada 2025. Dalam implementasinya, FTP I khususnya mengalami berbagai kendala sehingga target operasi yang ditetapkan tidak tercapai. Sampai dengan 2014, dari total 10.000 MW yang ditargetkan terpasang baru sekitar 7.400 MW. Itu pun apabila dianalisa lebih lanjut, kapasitas ril yang dihasilkan hanya berkisar 50% nya saja. 
Berbagai kendala dalam pembangunan fasilitas kelistrikan juga tidak hanya dialami oleh FTP I dan FTP tetapi juga pada proyek-proyek kelistrikan, jaringan dan distribusi yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan realisasi pembayaran senilai Rp5,949 triliun tidak dapat diselesaikan dan terhenti karena Ijin Multi Year atas proyek-proyek tersebut telah habis. Beberapa masalah signifikan yang mengakibatkan tidak dapat diselesaikannya proyek-proyek tersebut adalah kendala dalam pembebasan lahan, perizinan, dan permasalahan teknis kontraktor.

Selain hal-hal di atas, pemenuhan kebutuhan listrik masih didominasi oleh Peran PT PLN (Persero) maupun Pemerintah (Pusat). Adapun keterlibatan swasta maupun Pemerintah Daerah dirasakan masih sangat kurang. Sebagai contoh, berdasarkan data yang ada, dari total kapasitas terpasang pembangkit sekitar 50.655 MW, sebesar 70% nya dimiliki oleh PT PLN (Persero). Sisanya sebesar 30% diusahakan oleh pihak swasta (IPP maupun PPU). Demikian pula halnya dengan transmisi, dimana sampai saat ini seluruh transmisi merupakan investasi antara PT PLN dan Pemerintah (Pusat). Belum ada keterlibatan swasta maupun pemerintah daerah. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dinyatakan bahwa pelaksana usaha penyedia tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BUMN dan BUMD. Namun demikian, swasta dapat diikutkan dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan. 

Kebijakan pengembangan usaha ketenaga listrikan dengan hanya mengandalkan Pemerintah Pusat melalui dana APBN dan juga PT PLN melalui dana APLN tentunya kurang kondusif dalam upaya mempercepat pemenuhan kekurangan pasokan tenaga listrik. Pemerintah dan PT PLN pada titik tertentu mengalami keterbatasan dana investasi. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah antara lain terkait masalah pembebasan lahan, perizinan, dan instentif usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi dan terobosan dari Pemerintah untuk mendorong minat swasta maupun Pemda agar ikut aktif dalam pemenuhan kebutuhan listrik tersebut. 

Berbagai kendala tersebut tentunya harus segera dapat diatasi oleh Kementerian ESDM maupun instansi terkait lainnya. Mengingat Pemerintah Jokowi-JK telah menetapkan program pembangunan pembangkit dan jaringannya 35.000 MW dalam lima tahun ke depan (2015 – 2019). Untuk perencanaan pembangunan ke depan tersebut, tentunya Pemerintah harus belajar banyak dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan FTP I, FTP II dan proyek-proyek jaringan kelistrikan oleh Pemerintah.  
Seminar ini diharapkan dapat mempertemukan dan mensinergikan pemikiran, ide, dan usulan dalam rangka perbaikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Sehingga diharapkan rencana Pemerintah dalam pembangunan pembangkit 35.000 MW dapat terlaksana sesuai harapan dan pada akhirnya, krisis listrik di berbagai daerah dapat diminimalkan. 

B. TUJUAN DAN SASARAN
1. Menghasilkan sebuah kesimpulan berupa pandangan, pendapat, pemikiran dan upaya ke depan yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah dalam upaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya program 35.000 MW. 
2. Mensinergikan dan mensikronkan berbagai pemikiran dari instansi terkait dalam pembangunan ketenagalistrikan. Sehingga, ke depan setiap upaya percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat didukung oleh instansi terkait dan pada akhirnya program pembangunan listrik dapat dilaksanakan secara tepat waktu.
C. KELUARAN YANG DIHARAPKAN

1. Pandangan, pendapat, dan pemikiran yang selaras antara instansi Pemerintah Pusat melalui Kementerian yang terkait, PT PLN (Persero) dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Derah dalam upaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ke depan, khususnya program 35.000 MW.
2. Kesepahaman pemikiran dan pendapat antar para pihak terkait untuk bersama-sama mensukseskan program pembangunan ketenagalistrikan, khususnya program 35.000 MW.
D. METODE PELAKSANAAN

Teknis pelaksanaan Seminar dilakukan secara panel dimana narasumber dari BPK, Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), Pemerintah Daerah serta pengamat independen dari dunia akademisi akan secara bergantian memaparkan materi yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK, kebijakan ketenagalistrikan, lesson learn FTP I dan II, peran pemerintah daerah, serta analisis kritis dari sudut pandang akademisi/pengamat. Masing-masing panelis/narasumber akan memberikan paparan secara ringkas, padat dan sarat informasi. Waktu setiap panelis adalah 15 menit. Rapat ditindaklanjuti dengan diskusi interaktif antara peserta dengan panelis. Peserta Seminar yang sebagian besar terdiri dari para kepala daerah, akademisi dan peneliti, independent purchase producers (IPP), dan para praktisi dapat memberikan masukan, saran, kritik, dan pendapat dalam rangka memperkaya materi pembahasan. Hasil dari seluruh rangkaian seminar tersebut akan dirangkum dalam suatu simpulan dan saran yang dapat dijadikan masukan untuk Pemerintah. 
E. PENGORGANISASIAN

Pelaksanaan seminar dilakukan oleh panitia penyelanggara dari Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM) Universitas Indonesia bekerjasama dengan AKN IV BPK. Panitia akan meng-arrange perencanaan, persiapan dan pelaksanaan acara agar dapat berjalan lancar dan sesuai tujuan. 

F. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan pertemuan ini dilaksanakan selama satu hari yaitu hari Senin, tanggal 30 Maret 2015 di Universitas Indonesia, Depok.
G. SUSUNAN ACARA, NARASUMBER, DAN PESERTA SEMINAR
Susunan acara disajikan pada lampiran 1. Narasumber dan peserta rapat disajikan pada lampiran 2. 
H. ANGGARAN SEMINAR
Anggaran penyelenggaraan kegiatan seminar menjadi beban Anggaran Auditama Keuangan Negara IV BPK RI. 
I. PENUTUPAN

     Dengan dilaksanakannya seminar tersebut diharapkan dapat menghasilkan pandangan, pendapat, dan pemikiran antar pihak dalam rangka sinkronisasi dan sinergi untuk mendukung keberhasilan pembangunan ketenagalistrikan.
	
	


Lampiran 1
AGENDA ACARA 
SEMINAR DAN DISKUSI NASIONAL
KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN 

Di
Balai Tirta-Gedung Balairung, Kampus UI Depok
Senin, 30 Maret 2015
	HARI/ TANGGAL
	JAM
	KEGIATAN
	PELAKSANA

	Senin, 
30 Maret 2015
	09.00 – 09.30
	Registrasi
	Seluruh peserta

	
	09.30 – 09.40
	Sambutan Rektor UI
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
	Rektor Universitas Indonesia

	
	09.40 – 10.25
	Pemaparan dari para narasumber:

1. Bpk. Prof. Dr. H. Rizal Djalil 

2. Bpk. Sudirman Said, S.E., Ak., M.B.A.
3. Bpk. Dr.-Ing. Eko Adhi Setiawan
Moderator: 

Ir. Bambang Susantono, MCP, MSCE, Ph.D.
	Narasumber dari: 

BPK RI 

Kementerian ESDM
Direktur TREC FTUI

Direktur Eksekutif CSID

	
	10.25 – 10.45
	Diskusi
	

	
	10.45 – 10.50
	Pemberian Token oleh Direktur DRPM UI dan 

Photo Bersama
	

	
	10.50 – 11.05
	Cofee Break
	Seluruh Peserta

	
	11.05 – 11.50
	Lanjutan pemaparan dari narasumber :

1. Bpk. Dr.(H.C) Sofyan Basir, SE 
2. Prof. Dr. Anwar Nasution 

3. Gatot Pujo Nugroho, S.T., M.Si.
Moderator:

Effendi Ghazali, Ph.D., MPS ID
	Narasumber dari: 

PT PLN (Persero)

Universitas Indonesia

Gubernur Sumut*)
Universitas Indonesia

	
	11.50 – 12.10
	Diskusi 
	Seluruh peserta

	
	12.10 – selesai
	Penutupan & Makan Siang 

Pemberian Token oleh Direktur DRPM UI dan 

Photo Bersama 
Hiburan: The Professor Band
	Seluruh peserta



*) dalam konfirmasi
Lampiran 2

PESERTA 

SEMINAR DAN DISKUSI NASIONAL
KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN 

Di

Balai Tirta-Gedung Balairung, Kampus UI Depok

Senin 30 Maret 2015
Narasumber 
1. Anggota Keuangan Negara IV BPK RI

2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

3. Direktur Utama PT PLN (Persero)

4. Gubernur Provinsi 
5. Pengamat/Akademisi dari Universitas Indonesia
Adapun undangan/peserta adalah :

1. Gubernur, Bupati, dan Walikota 
2. Civitas Akademisi dari Universitas Indonesia 
3. Independent Power Producers (IPP) 
4. Perwakilan Manajemen dari FTP I baik yang status “selesai” dan “belum selesai”

5. Kalangan Industri
6. Media/Wartawan 
Jumlah undangan dianggarkan sebanyak 250 undangan 


HALAMAN 4 DARI 4

